SALINAN

BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati selaku pemegang
kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah berwenang
menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan
Daerah;

bahwa memperhatikan Surat Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor :
170/093/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 perihal
Tanggapan dan Evaluasi atas Peraturan Bupati Gunung
Mas Nomor 41 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati
Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2021;

bahwa berdasarkan Surat Bupati Gunung Mas Nomor :
180/150/1X/HUK.2021 tanggal 6 September 2021
perihal Jawaban Atas Tanggapan dan Evaluasi Peraturan
Bupati Gunung Mas Nomor 41 Tahun 2020 dan
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2021;
bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c¢ perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;

Undang-Undang Nomor S Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012
tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun
2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas
Nomor 270.a);

MEMUTUSKAN

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun

2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah

Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 548) diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b serta
ayat (2) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 12
(1) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan berupa
biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) huruf c, digolongkan dalam 5 (lima)
tingkat, terdiri atas:
a. tingkatA : Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan
DPRD, dan Pejabat Eselon I serta
Pejabat Lainnya yang setara;
b. tingkatB : Sekretaris Daerah, Anggota DPRD,
Pejabat Eselon II dan Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah serta
Pejabat Lainnya yang setara;
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c. tingkat C

d. tingkat D

e. tingkat E
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Pejabat Eselon III, PNS Golongan IV,
Ketua/Wakil Ketua TP PKK,
Ketua/Wakil Ketua GOW, Ketua/Wakil
Ketua Dharma Wanita, Ketua/Wakil
Ketua Komisi, Ketua/Wakil Ketua
Lembaga Daerah lainnya, dan Tenaga
Ahli DPRD serta Pejabat lainnya yang
setara;

Pejabat Eselon IV, ASN Golongan III,
Pengurus TP PKK, Pengurus GOW,
Pengurus Dharma  Wanita, dan
Anggota TNI/POLRI, Pengurus
Lembaga Daerah Lainnya serta Pejabat
Lainnya yang setara; dan

ASN Golongan II, I, PPPK, dan PTT dan
Pejabat Lainnya yang setara.

(2) Penyetaraan tingkat biaya penginapan Perjalanan Dinas
Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Pelaksana SPD yang melakukan Perjalanan Dinas
Jabatan Untuk kepentingan Daerah diatur dalam
Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya.

2. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang

mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 1 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

TTD

YANSITERSON

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 1 Desember 2021

BUPATI GUNUNG MAS,
TTD

JAYA SAMAYA MONONG

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN

Pembina (IV/a)
NIP. 19700617 200501 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2021 NOMOR 570



